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Nama SOP PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN
PEGAWAI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1,

Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3149);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
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Pengangkatan, |

1. Sekretaris/Kepala Bidang

2. Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. PPNS

4. Pengadministrasi Umum

Indonesia Nomor 4263);

Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Surat Edaran Sekretaris Daerah kota batam Nomor 20/BK/BKPSDN-PPKPA.3/1/2018
Tanggal 05 Januari 2018 perihal Penjatuhan Sanksi Disiplin




Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. _Lembar Disposisi

2. Komputer, Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pejabat yang berwenang pada SKPD PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
memanggil yang bersangkutan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagai
upaya pembinaan awal bagi PNS tersebut

2. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak hadir juga setelah dilakukan pemanggilan
kedua, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin
beradasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin bagi PNS tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, harus dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang melalui Surat Keputusan Hukuman Disiplin

2. Buku Kontraol kepegawaian, Buku Expedisi Pengiriman,

3. Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual
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L. | 5 hari kerja Ringan Teguran Lisan Kepala OPD
2. 6 - 10 hari kerja Ringan Teguran Lisan Kepala OPD
3. | 11 - 15 har Keria Ringan Pernyataan tidak puas secara tertulis | Kepala OPD
i 4 Penundaan Gaji Berkala selama 1 (satu)
- | 1620 hari Kerja Sedang Tahun Kepala OPD
5 Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Kepala OPD/ Tim
- | 21 - 25 Hari Kerja Sedang (satu) Tahun pemeriksa BLPSDM
6 Penurnan Pangkat setingkat Lebih Rendah Kepala OPD/ Tim
| 26— 30 Hari Kerja Sedang selama 1 (satu) Tahun pemeriksa BLPSDM




Penurunan Pangkat setingkat Lebin Rendah Fejabat Pembina

— 7 31-35 Harikep—————————————— —tBerat | celama-3-tiga) Tahun———— e —
8 Pemindahan dalam rangka _...m%._._&:m: Pejabat Pembina )
* | 36~ 40 Hari Kerja Berat Jabatan setingkat lebih rendah Kepegawaian

Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang Pejabat Pembina

9. | 41 - 45 Harl Keria Berat menduduki jabatan strukturan atau
. fungsional tertentu Kepegawaian
Pemberhentian dengan hormat tidak atas . )
0l 5 ermintaan sendiri atau pemberhentian tidak Pejaba Pembina
10 | » 46 HariKerja Berat p

dengan hormat sebagai PNS Kepegawaian

SOP : PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI

PELAKSANA ~ MUTU BUKU
i URAIAN PROSEDUR e latihaabend
_ Kasat Sekretaris | Kasuba Staff menerima engkapan dan
(o] iy g o gt Seacaluthd Waktu Output
Disiplin
1 : 2 . 3 4 5 6 7 8 . 9 ‘ 10
1 Menerima berkas Pengaduan Pelanggaran Surat Pengaduan 30
disiplin _ _ Pelanggaran Disiplin menit Disposisi Sura
2. | Mendisposisikan  surat pengaduan  dan . ‘ . Surat Pengaduan Surat
_menugaskan Sekretaris / Kepala Bidang terkait : ‘ ‘ Pelanggaran Disiplin Wo:mmacm: j
i > glanggaran
e 15 Menit Disiplin yal
sudah
mendapat
disposisi
3. | Memproses kelengkapan untuk menindaklanjuti - Bentuk surat perintah dan
L ' embentukan tim
pelanggaran disiplin am: memerintahkan Kasubag — p arl . Disposisi ¢
Umum dan Kepegawaian untuk membuat konsep o pemeriksa tjam | o0
surat perintah dan pembentukan Tim Pemeriksa




= e e e e e e et PRLAKRANS - -
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g URATAN PROSEDUR " Sekretaris Staff
: e |mn.u“~ne mﬂ. Hukuman Peralatan Waktu | Output
it Disiplin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Mengonsep Pembentukan Tim Pemeriksa _ Konsep surat perintah Konsep  su
didalamnya termasuk PTI, PPNS dan Membuat dan pembentukan tim perintah
surat perintah dan menugaskan staf untuk ¢ pemeriksa 2 hari pembentukan
mengetik \ kerja tim pemeriksa
5. Mengetik konsep pembentukan Tim Pemeriksa I Konsep surat perintah Konsep  sur
dan suurat peintah dan menyerahkan kepada dan pembentukan tim 30 perintah  d:
Kasubag UP untuk dikoreksi, dan diserahkan ke “ pemeriksa menit pembentukan
sekretaris untuk di paraf /\ 1 tim pemeriksa
6. Setelah Siap Konsep Pembentukan Tim Konsep surat perintah Konsep  sur
Pemeriksa di sampaikan kepada Kasat untuk dan pembentukan tim 15 perintah  d
ditandatangani pemeriksa menit mmacmzﬁcwmn
tim pemeriksa
7 Menandatangani Sura Pembentukan Tim Konsep surat perintah Surat  Perint:
Pemeriksa dan Surat Perintah Melaksanakan dan pembentukan tim dan
Tugas " pemeriksa | Ppembentukan
30 menit Tim sud:
tertandatangar
8. | Kasubag UP dan Tim Pemeriksa memeriksa Surat Pengaduan Hasil
kelengkapan berkas pelanggaran  disiplin, Pelanggaran Disiplin, Pemeriksaan
melakukan penyelidikan dan sidang terhadap Peraturan peraturan . N_M_W_” dan w
pegawai yang bersangkutan dan dituangkan : terkait Kepegawaian dan ammmcm_ bersumber  d
dalam berita acara pemeriksaan. ‘ A f\\ Disiplin Pegawai wmwmmwnm w@aeaz |
f arEngaET o ya |
berlaku
9. Membuat dan  menandatangani Resume ¥ Draf resume hasil 30 menit Draff Nota Din:
Pemeriksaan dan dituangkan dalam Nota Dinas pemeriksaan berkas dan
terkait hasil pemeriksaan Nota Dinas
10. | Menyampaikan Nota Dinas Hasil Pemeriksaan ke A Draf resume hasil 15 menit Draff Nota Din:
Pimpinan pemeriksaan berkas dan
_ Nota Dinas
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12,

13.

14,

15,

| zmawc.wﬂ_n.__.‘mw surat __Nm?ﬁcwm_z._Ic_r:lm: U,w.u_m:.

sesuai dengan tingkat kesalahan

Memeriksa Draff Surat Keputusan Hukuman
Disiplin yang sesuai dengan tingkat kesalahan
dan memaraf

Menandatagani Draff Surat Keputusan Hukuman
Disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan

Menyampaikan SK Hukuman Disiplin sesuai
dengan tingkat kesalahan

PNS penerima SK Hukuman Disiplin sesuai
dengan tingkat kesalahan

f 3

a

xor_mm_u aﬁm,“« sura
keputusan Hukuman
Disiplin

Draf Konsep Surat
Keputusan Hukuman
Disiplin

Draf Konsep Surat
Keputusan Hukuman
Disiplin

Sura Keputusan
Hukuman Disiplin yang
sudah ditandatanani di
beri nomor dan di
agendakan

Sura Keputusan
Hukuman Disiplin dan
buku expedisi tanda
terima

w_o Bm::.

20 menit

30 menit

30 menit

15 menit

U.ﬂmw . xon.m_
Surat
Keputusan

Draf Kons:
Surat
Keputusan
diparaf

Sura Keputus
Hukuman
Disiplin

Sura Keputus
Hukuman
Disiplin

Pegawai terin
SK  Hukum:
Disiplin pegaw

PPembina

NIP. 19730510 200701 1 033




